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BAB I 

PEDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), adalah lembaga 

non pemerintah Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi, 

evaluasi, pemberantasan (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) KKN serta Pendidikan dan 

Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil pengawasan 

keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada Presiden selaku kepala 

pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan 

dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. 

(BPKP, 2018)  

        BPKP dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas keuangan internal 

pemerintah membutuhkan tenaga profesional dibidang pemeriksa keuangan, 

individu yang melakukannya disebut auditor. Auditor internal pemerintah 

pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, 

dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga 

dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak 

dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang (BPKP, 

2017).  

 Pelaksanaan tugas seorang auditor internal pemerintah pemerintah berpegang 

pada pedoman  Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). SAIPI adalah 

kriteria atau ukuran minimal untuk melaksanakan tugas audit intern. Penyusunan 

standar audit dimaksudkan agar pelaksanaan audit internal berkualitas, sehingga 

siapapun yang melaksanakan audit internal diharapkan dapat menghasilkan satu mutu 

hasil audit internal yang sama ketika auditor tersebut melaksanakan penugasan sesuai 

dengan standar audit yang berlaku, seorang auditor pemerintah disebut dengan auditor 

internal pemerintah pemerintah (AAIP, 2013). 
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 BPKP dalam pelaksanaan kegiatannya juga melakukan audit untuk mengurangi 

ketidakselarasan informasi yang terjadi di lembaga pemerintahan. Audit menurut 

Sukrisno (2012:4), adalah sebagai berikut:  

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh 

pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun 

oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti 

pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat 

mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.” 

 Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa audit harus dilakukan oleh 

orang kompeten. Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria 

yang digunakan dan harus memiliki kompetensi untuk mengetahui jenis serta 

jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat 

setelah memeriksa bukti tersebut. 

 Auditor internal pemerintah pemerintah harus memenuhi standar umum 

yang telah ditetapkan oleh BPKP yaitu memiliki kompetensi yang mempuni. 

Kompetensi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penilaian kinerja 

auditor internal pemerintah. Auditor harus memiliki pendidikan, pengetahuan, 

keahlian, keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pegawai dalam melaksanaan tugas 

kerjanya agar kinerja sebagai pegawai dapat meningkat. (SAIPI, 2013). 

        Menurut Sukrisno (2011:146) kompetensi auditor internal pemerintah 

adalah: 

“Suatu kecakapan dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang 

auditor intenral dalam menjalankan suatu pekerjaan atau 

profesinya. Orang yang kompeten berati orang yang dapat 

menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam 

arti luas kompetensi mencangkup penugasan ilmu / pengetahuan 

(knowledge), dan keterampilan (skill) yang mencakupi,serta sikap 

dan perilaku untuk melaksanakan tugasnya sebagai auditor internal 

pemerintah yang profesional.” 

 

 Jadi sangat jelas kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman 

yang dimiliki auditor internal pemerintah dalam bidang auditing dan akuntansi. 

Dalam melaksanakan audit, auditor internal pemerintah harus bertindak sebagai 

seorang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai 
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dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam 

praktik audit. Selain itu, auditor intenal harus menjalani pelatihan teknis yang 

mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum auditor internal pemerintah 

harus secara terus menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis 

dan profesinya. Auditor internal pemerintah harus mempelajari, memahami, dan 

menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar 

auditing yang ditetapkan. 

 Internal BPKP sendiri memiliki beberapa jenjang pendidikan pegawai data 

diperoleh dari BPKP Sumsel tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Jenjang Pendidikan Pegawai BPKP 

 

         Sumber: Laporan Kinerja BPKP Sumsel 

 Gambar 1.1 menunjukan bahwa sangat jelas pendidikan tertinggi adalah 

S2 sementara yang paling banyak menjadi auditor internal pemerintah adalah 

mereka yang berkualifikasi pendidkan S1/DIV, diikuti oleh mereka yang 

berpendidikan D1-DIII dan seterusnya. Cukup banyak yang menduduki strata 

jabatan yang tinggi namun tidak di imbangi dengan kesesuaian berdasarkan 

kompetensi yang di harapkan. Berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan 

tidak ada data yang akurat mengenai pendidikan yang sesuai dengan kompetensi 

yang terdpat pada Peraturan Kepala BPKP Nompr: PER-211/K/JF/2010 tentang 

Standar Kompetensi Auditor. Keadaan ini dapat berdampak pada kinerja BPKP 

yang kurang maksimal dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini dapat dilihat 

dari tabel 1.1 dibawah ini:  
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Tabel 1.1 

Posisi Pegawai per 31 Desember 2017 

Jabatan Jumlah (Orang) 

Pejabat Struktural 12 

Auditor Madya 30 

Auditor Muda 26 

Auditor Pelaksana 13 

Auditor Pelaksana Lanjutan 6 

Auditor Pemyelia 19 

Auditor Pertama 16 

Tata Usaha  24 

Arsiparis 4 

Jumlah 150 

        Sumber: Kantor Perwakilan BPKP Sumatera Selatan 2017 

       Kompetensi auditor BPKP juga masih harus menjadi perhatian petinggi 

BPKP, hal ini didasari oleh temuan pemeriksaan audit yang tidak terdeteksi oleh 

BPKP sebagai auditor internal pemerintah. Akan tetapi ditemukan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal, ini menunjukkan bahwa 

kualitas audit internal dari BPKP masih belum baik. Dalam Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) pada semester I dan II tahun 2017 masih ditemukan 

6.115 kasus yang merupakan temuan berdampak finansial, yaitu temuan 

ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang menyebabkan kerugian, 

potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp. 2,08 triliun (Ikhtisar 

Hasil Pemeriksaan BPK, 2017). 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja 

Auditor internal pemerintah pemerintah.” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka masalah yang akan dibahas 

dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana pengaruh Kompetensi terhadap 

kinerja auditor internal pemerintah pemerintah Kantor BPKP Perwakilan 

Sumatera Selatan?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, 

maka penulis membatasi permasalahan yang ada, yaitu kompetensi dan Kinerja 

Auditor internal pemerintah pemerintah kantor BPKP perwakilan Sumatera 

Selatan 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui pengaruh kompetesi terhadap kinerja auditor internal 

pemerintah pemerintah Kantor BPKP Perwakilan Sumatera Selatan. 

 

1.5 Manfaat Penelitiaan 

1. Secara Akademis  

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi 

penelitian-penelitian  selanjutnya dan dapat menambah wawasan bagi 

pembacanya. 

2. Secara Praktis 

a. Dapat menyediakan informasi-informasi mengenai pengaruh 

independensi dan kempetensi terhadap auditor internal pemerintah 

pemerintah. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan 

Provinsi Sumatera Selatan untuk menentukan kebijakan baru. 


